cem

WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 19 “TAHUN 2018

TENTANG:

URAIAN TUGAS JABATAN STRUK TURAL KECAMATAN PULAU-PULAU KUR
' KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- WALIKOTA TUAL,

Menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan panduan dan pedoman
kinerja guna memaksimalkan persn den tanggung jawab
dalan pelaksanaan tuges dan pekerjaan serta pemberian
motivasi yang dapat menghasilkan kineria vang optimal,
maka perlu disusun uraian tugas dan Jjabatan sccara
sistemnatis dan terpady;

b. bahwa untuk menindak lanjuti  ketentuan Pasal 19
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah Kota Tual,
maka perlu umaian mgas jebatan struktural Kecamatan
Pulau-Pulau Kur Kota Tual schagai pedoman dalam

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hwruf a dan huruf b, perly ditetapkan dengan
Perafuran Walikota Tual Z

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Talun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat [ Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia ‘Tahun 1958 Nomeor 111,
Tambahan  Lembaran MNegara Republik Indoncsia
Nomor 1645);

2. Undang-Undang Namor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kevangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemeriniah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nemor 31 Tahmnm 2007 tentang
Pembentukan Kola Tual d Provinsi Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tzhun 2007 Nomor o7,
Tambahan  Lembaran  MNegara Republik  Indonesia
Nomor 4747);




10.

11,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Fublik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Talun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomer 5587} sebagaimana telah
diubeh dengan Undang-Undang Nomor 2 Talun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor 5607), dan Undang-Undang Nemor 9 Tghun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tabun 204 tentang Pemerintahan paerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indoneais,
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungslonal Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara,
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3547);

Peraturan. Pemerintah Nomor 97 Taklan 2000 ten targ
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2000 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah
diubah.  dengan Pwaturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nemor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indeonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangitatan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
Dalam Jabatan Sitruktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diibah. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 4263);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomer 114, Tambahan Lembaran’ Negara
Republik Indenesia Nomor 5887);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pernbentukan Produk Hukurm Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Talum 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 ten tang

Pembentukan dan Susunapn Perangiat Daerah Kota Tual
(Lembaran Daerah Kota Twal Tahun 2016 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomar 7096},

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS

JABATAN STRUKTURAL KECAMATAN PULAU-PULAU XKUR
KOTA TUAL, :

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1]

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Nt A e N

10.

11.
12.
13.

Daerah adalah Kota Tual;

Pemerintah Dagrah adalah Pemerintah Kota Tual;
Walikota Tual adalah Walikota Tual:

Wakil Wallkota adalah Wakit Walikota Tual;

Sckretariat Daerah adalah Sekretariat Daersh Kota Tual;
Sekrelaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual:

Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daergh yang
bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penvelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, dan’ Lembaga Teknis Daerah; '

Kecamatan adalah wilayah kerja camat dalam wilayah Kecamatan
Pulau-Pulau Kur Kota Tugl;

Camat adalah kepula kecamatan dalam Wilayah Kecamatan Pulau-Pulay
Eur Kota Tual

Sekretariat adalah sekretariat pada Kecamatan Pulau-Pulau Kur
Kota Tual;

Seksi adalah seksi pada Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual:

Subbagian adalah subbagian pada Kecarnatan Pulau-Pulau Kur Kota, Tual;

Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjultkan  tugas,
tangeungjawab, wewenang dan hak $eorang pegawai negeri sipil dalm
rangka memimpin suatu satuan organisast;



14Jabatan fungsional Pegawaj Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan

15.

16.

17.
18.

19,

(2

(1)

(2)

fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugss, tanggungiawab,
wewenang dan hak secrang Pegawni Negeri Sipil dalam suatn satpan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

Pelaksana adalah jabaten di Muar jebatan struktural maupun jabatan
fungsional berada di hawah pejabat eselon terendah yang melaksanakan
scbagian tugas pada jabatan strulcural; '

Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutmya disebut standar kom petensi
adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang
Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan rugas jabatan;

Tugas Pokok adalah sekuyrnpulan ajetifitas unrk menyelesaikan pekerjaan;

Fungsi adalah sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis vang sama
berdasarkan sifot atay pelaksaannya:

Uraian Tugas adalah suafu pasparan atau rincian atas semmia tugas jabatan
yang merupakan tugas pokok yang dilalukan oleh pemegang  jabatan
dalamn memproses bahan kerja menjadi hasil Xerja dalam kondisi tertentu,

BAB |F
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS!

KEDUDUKAN

Pusal 2

Kecamatan  dibentuk  dalam rangka  meningkatkan koordinasi
penyclenggeraan pemerintahan, pelsyanan publk, dan pemberday'aan
masyarakat kelurghan,

Kecamaran dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yvang disebur camat

yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota melalud
Sekretaris Daerah,

Bagan Kedua
SUSUNAN ORGANISAS]

Pasz! 3

Susunan Organisasi Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Turl, terdiri dari:
a Camat,

b Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Seksi Pemerintahan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban. .

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Seksi Pelayanan Umum. _

Kelompok Jabatan Fungsignal.

Bagan Struktuwr Organisasi Kecamatan Pulau-Pulau  Koar sebagaimana

tercantum dalam Lampiran scbagai begian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota Ini.

@R




BABHI
TUGAS, FUNGS[ DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
CAMAT

Pasal 4

0 Camat mempunyai tugas . membantu  walikota melaksanakan
pemerintahan di  wilayah kecamatan dalam rangka meningkatlan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
pemberdayaan masyarakat desa dan. pelayanan wmum

Camat dalam melaksanakan tugss sebagsimana dimalksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi:

{2

(3)

a.
b
24

d

o

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

pengkoordinasian kegialan pemberdayaan masyarakat;
pengkoordinasian  upaya  penyelenggaraan  Letentraman  dan
ketertiban umum;

pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perafuran Daerah dan
Peraturan Walikota:

Pengkoordinasian pemeliharaan  prasarana dan  sarana pelayanan
LmLuI;

pengkoordinasian  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  yang
dilakukan oleh Organisesi Peratigkst Daerah d& tingkat kecamataz:
pembinaan dan pengawasan penyelen ggaraan kegiatan kelurahan;
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
yarg tidak dibksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada
di kecarnatan; dan

pelaksanakan fungsi lain- vang diperintahkan oleh walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan tugas dan fungsi scbagaimana dimaksud pada ayat {1) dan
ayat {2), uraian tugas Camat adalah sebagai benlag :

=

b,
<.

merumuskan dan melaksanakan unsan pemerintahan  wmum  di
wilayah Kecamatan:

merumuskan dan meiaksanalan visi dan misi Kecamatan;

merumuskan dan mengendalikan  pelaksanaan program dan kegiatan
Sekretariat dan Scksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban,
Seksi Kependudukan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Seksi Pelayanan Umuym;

merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja
(RENJA), Indikator Kinerja Utams (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran
{RKA)/RKPA, Ddounen Peaksemasn Anggaran (DPA)/DPPA  dan
Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan; .
mengoordinasikan dan merummskan baban penyiapan pEnyus1Inan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laparan
Ketcrangan Pertanggungjawaban (LKRJ] dan  Laporan Alcuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaparen lainnya
sesuai bidang tugasnya; _

merumuskan Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)/Sistemn Akuntabilitas Kinerja. Instansi Pemerintah [SAKIP) sata
Standar Operasional Prosedur {S80P) dan Standar Pelayanan (3P)
Kecamatan; ‘ .

mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi
dan tatalaksana;




h

Q&

bb.

o,

dd.

melakukan koordinasi dan Sinkronisasi dengan Organisasi Perangkat
Dacrah dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan  kegiatan
pemerintahan; :

melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/atan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan keglatan
penyelenggaraan ketenteraman dan  ketertiban wmmm  di wilayah
kecamatan;

melakukan koordinasi dengan pemuka agama yarng berada di wilayah
kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban
umun masyarakat di wilayah kecamatan;

melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas
dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang- undangan;
melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas
dan fungsinya di bidang penegaken peraturan perundang-undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau
instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan
Prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

melakukan koordinasi dengan pihak swasta  dalam pelaksanaan
Pemeliharaan prasarang dan fasilitas pelayanan ymum;

mendorong partisipasi magyarekat untuk kut serta dalam perencanaan
pembangunan  lingkup  kecamatan dalam  forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan sebagai
baban  penyusunan  rekomendasi Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan (MUSRENBANG) tingket kota;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai progremm. kerja
dan kegiatan pemberdayaan mesyarakat di wilayah kecamatan:
melakujkan pembinean dan  pengawasan  rertib  administrasi
pemerintahan kehirahan;

memberikan  bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi
pelaksanasn administrasi Kelurahan; .
melaktkan. pembinaan dan pengawasan terhadap larah dan perangkat
kelurahan;

mengoordinasikan penyelenggaraan penilaian terbadap kinerja lurah,
RT dan RW;

mengoordinasikan penanganan. bencana di wikyah kerja Kecamatan;
mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan pendidikan nenformal,
kebudayaan, pemuda dan olahraga Iasyarakat di luar kegiatan
persekolahan di wilayah kerja Kecamatan;

mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sistem AN jemen
informasi Kecamatan; '

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilitnpahkkan oleh
walikota untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan;
mengevaluasi pelaksanasan tugas dan menginventarisasi permasalahan
di lingkup:tugasnya serta mencari alternatif pemnecahannya;
mempelajari, memshami dan melaksanakan eratuwran perundang-
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas; .

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpiman;
membind, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaduasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

menyarnpaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota
melalui sekretaris Daerah: dan

melaksanakan tugas kedinasan lajnnya yang diberikan oleh Pimpinan.
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Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 5

(1] Sekretarly mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanasn fugas,
pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisas! di
lingkungan Kecamatan, :

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, menyeknggarakan fungsi:

(2

(3}

4.
b
<
d

e

perencanaan operasional urusan perencanasn  dan pelaporan,
keuangan, umum dan kepegawaian;

pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum
dan kepegaweaian;

pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, wmum
dan kepegawaian; .

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencapaan dan
pelaporan, keuangan, ymum dan kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya. '

Berdagarkan tugas dan fungsi sebagaimang, dimakgud pada ayat (1) dan
ayut (2), uraian tugas Sekretaria adalah sebagai berikut: -

a
b.

=

merencanakan, menyusun den melaksanakan program dan kegiatan
Sekretariat; .

melaksanekan penyusunan kebijaken teknis yrusan perencanaan,
pelaporan, keuangan, umun dan kepegawaian; _
mengoordinesikan pelaksanaan tugas Subbegian Perencansan dan
Kevangan dan Subbagian Umum dan Kepegawajan:

menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA)/RKPA, Dokurrien Pelaksanaan Anggamn (DPA)/DPPA Sekretarat;
mengoordinasiken, mengawasi dan  mengendalikan pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
mengoordinasikan. setiap bidang dalam penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA) dan Rencana Kerja {(RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU),
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA}/RKPA, Dokumen Pelaksanaan
Arggaran (DPA)/DPPA  dan Perjanjian  Kinerja (PK), Laporan
Aluntabilitas Kinetja Instansi Pemerintah (LAKIP)/ Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP) Kecamatan;

mengoordinasikan setiap seksi dalam penyiapan bahan penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahen Daerah (LPPD], Laporan
Keterangan Pertanggungiawaban @LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah {LAKIP)/Sistern Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan ségala benfuk pelaporan lainnya
sesual bidang tugasnya:

mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;
mengoordinasikan setiap seksi ‘dalam pembinaan dan pengembangan
kapasitas organisasi dan tatalaksana;

mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan,
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset seta
urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler Kecamatan;
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
di lingkuip tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempela jari, memahami dan melaksanakan peraturan  perundang-
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;
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(1)

(2

(3

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan

membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil

kerju bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai

dengan ketentuan yang berlakm:

o menyampaikan laporan pelaksanaan ‘tugas danfatau  kegiatan
kepada atasan; dan ~

P Melaksanakan tugas kedinasan lajnnya yang diberikan dch atasan.

= 3

[ 1
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Pasal 6

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
menyiapkan bahan koardinasi dan pemyusunan rencana program kerja,
monitoring, ewluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan
serta pelaksansan administrasi dan alvntansi keuangan.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepangan dalam. melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam aya (1), menyelenggarakan fungsi:

a perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan
keuanigan;

b. pelaksanaan kegiatan di bideng perencanaan, evaluasi, pelaporan dan
keuangan; :

c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan & bidang
perencanaan, evaluasi, pelaporen dan keuangam; dan '

d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. terkait tugas dan
fungsinya. -. '

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimena dirmaksui pada. ayat (1} dan

ayat (2), uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

adalah sebagai berikut: _

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan
Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

b merencanakan, menyusun dan ‘melaksanakan program dan kegiatan
Subbagian Perencanaan dan Kenangan;

¢ menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen
Pelaksanaan (DPA}/DPPA  Subbagian Perencanaan dan
Kuangan;

d melaksanakan Dokumen Pelaksanaan, Angparan {DPA}/DPPA Subbagian
Perencanaan dan Keuangan:

e menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Kerja (RENJA}, Indikator Kinerja Utama ({IKU), Rencana Kerja
dan  Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja PK) Kecamatan;

f menghimmpun bahan dan menyosun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Peroerintah (SAKIP) Kecamatan;

g menviapkan bahan penyusunan  Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungijawaban
[LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)/Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Permerintah (SAKIP) Kota
dan segala bentul pelaporan lainnya sesuaj bidang tugasnya;

h menghimpun, memaduserasikan dan menyiaplkan bahan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dolumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA dari setiap seksi untuk dikoordinasikan dengan Organisai
Perangkat Daerah terkait;




(1)

(2)

(3)

1. melaksanakan kegiatan administrasi den akuntansi keusngan di
hngkup kecamatan sesuaj dengan. peraturan peruindang-undangan yang
berlaku;

J menelii dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembeyaran
(SFF) dan dokumen pencajran anggaran lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaloy

k menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) lingloup
kecamatan;

l menyusun segala bentuk peleporan kevangan lingkup kecamatan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlalo

m. mengevaluasi peaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencari aliernatif pemecahannys;

n mempelajrn, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkajtan demgan lingkup tugasnya sebagai pedoman

dalam melaksanakan tugas; _

memberikan samn dan pertimbangan teknis kepada atasamn

membagi tugas, memberi petunjuk, menilii dan mengevaluasi hasil

kerja. bawahan agar pelaksanaan tigas dapat berjalan lancar sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

p. menyampaikan laporan pelaisanaan tuges dan/atau kegiatan kepada
atasan; dan

q- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
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KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Kepala Subbagian Umum dan Kepepawaian mempunyai tugas melakukan

wrusan umum, penatausahaan sarat menyurat, urusan rumah tangga,

kehtumasan, . dokumentasi dan inoventarisasi barang serta administrasi
kepegawajan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1}, menyelenggarakan fungsi:

4 perencanaan kegiatan urusan umuam, penatausahaan surat menyurat,
urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi
barang serta administrasi kepegawaiarn;

b. pelaksanaan kegiatan urusap ummum, penatausahaan surat memyurat,
urisan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi
barang serta administrasi kepegawaian;

c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan
umum, Pénatausahasn surat menyurat, urusan rumah tangga,
kehumasan, dekumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi
kepegawaian; dan

d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oieh. atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi scbagaimana dimaksud pada ayat (1} dan
ayat (2) umian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian wurajan
tagas:

a merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan
Subbagian Umum dan Kepegawaian;

k. menyusun bahan Rencana Kerja dan  Anggaran (RKA)/RKPA,
Dokumen Pelaksanaan Arggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan
Kepegawatan;

¢ melaksanakan  Dokumen - Pelaksanaan Anggeran (DPA)/DPPA
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
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(3)

d. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surct keluar

sesual dengan tate naskah dinss yang berlaku;

melaksanaken urusen administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan:

meminta danl menganalisa Tencana  kebutuhan barang unit dag

setiap seksi;

membuat daftar keburuhen barang dan rencana tahunan, barang unit;

menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang;

t  meclaksanakan pengadaan, pemeliharasn dan pendistribusian barang di

Iingltup Kecamatan,

melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya’ ten tang

barang inventaris Daerah;

melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler Kecamatan;

menghimpun bshan dan meényusun  Standar Operasional Prosedur

{SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;

m menylapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi
dan tatalaksana; '

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
di lingleup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

0. mempelajari, memahami dan metaksanakan peraturan  perundang-
undangan yang berkaitan dengan bngkup tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

P ‘memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan,

q membagi tuges, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil
kerja. bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan Jancar sesuaj
dengan ketentuan yang berlaku;

. ‘menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasaty; dan

8 melaksanakan tuges kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Ketiga
KEPALA SEKSI PEMERINTAMAN

Pasal 8

Kepala Seksi Pemerintabian mempunyai tugas menyiapkan bahan
Pengoordinasian penyelerggaraan pemerintahan Kecamatan. '
Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan higas schagaimana
dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a Pperencanaan kegiatan di bidang pemerintahan kecamatan;

b pelaksanaan kegiaten di bidang pemerintahan kecamatan;

¢ pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang
pemerintdhan kecamatan; dan, '

d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
hungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi schagaimane dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), urajan tugss Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

a merencanakan, menyusun dan meclaksanakan program dan kegiatan
Seksi Pernerintaban Kecamatan:

b menyusun bahan Rencana Kerja. dan Anggaran (RKA)/REKPA, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA. Seksi Pemerintahan, Kecarnatan;

¢. meclaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggarasn {DPA)/DPPA  Seksi
Pemerintahan Kecamatan; '

d.  menyiapkan bahan koordinasi dam sinkronisasi kegiatan pemerintahan
vang dilakukan Organisasi Perangket Daerah dan instansi vertikal &
tingkat Kecamatan; '

¢ merencanakan dan  melaksanakan  kegiatan  pelayandn kepada
masyarakat di bidang pemerintahan tingkat Kecamatan;

iC
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menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi
pelaksanaan administrasi kelurahan:

mengumpulkan bahan dalhm rangks pembinaan ideclogi negara dan
kesatuan bangsa serta pembinaan kemkunan hidup beragama;
menyelenggaraken fasilitasi pelaksanaan lemba/ penilajan kelurahan;
melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi vang bersesuaian
dengan tugss pokok dan fungsinya;

menylapkan bahan koordinasi dan penyelenggaraan penilaion terhadap
kinerja lurah, Rukun Tetangga ®T} dan. Rukun Warga (RW):
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencasi. altematf pemecahannya;

l mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangen yang berkaitan dengan linglup tugasnya sebagai pedeman
dalam melaksanakan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atgsan;

memnbagi tugas, memberi petunjuk, menilsi dan mengevaluasi hasil
ketja hawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentan yang berlal; _
6. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasan, dan

p. melaksanakan tugas kedinesan jain yang diberikan gleh atasan,

Bagian Keempat
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal ©

-

-

=

=

Kepala Seksi Ketenraman dan Ketertiban Tmempunyai tugas ‘menyiapkan

behan pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan ketentraman,

ketertiban  dan  penegakan pelaksanaan Peraturan Deerah dan

Peraturan Walikote. .

Kepala Seksi Hetentraman dan Ketertiban dalam melaksanekan tugas

sebagaimana. dimaksud dalarm ayat (1), menyelengzarakan fungsi:

d. perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang ketentraman, ketertiban
dan penegakan Peraturan Daerah pada wilayah kecamatan;

b pelaksansan keglatarm d bidang  ketentrarnan, ketertiban dan
penegakan Peraturan Daerah pada wilayah kecamatar;

¢ pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kepiatan di bidang
ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah pada
wilayah kecamatar,

d pelaksanaan fungsi lin yang diberikan oeh atasan terkait tugss dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dan

ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah

sebagai berikut :

a merencanakan, menyusun dan melaksanaken program dan kegiatan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran {RKAJ/RKPA, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

¢. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Angmran (DPA}/DPPA  Seksi
Ketentraman dan Ketertr'bamn

d menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negera Republik
Indonesia Sektor dan/atau Komande Rayon Militer mengenai program

dan kegiatan penyelenggaraan ketenwaman dan ketertiban umum di
wilayah Kecamatan:

11




(1)

(4

3

¢ menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan pemuke agama
yang ada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman
dan ketertiban umum masyarakat:

f. menyiapkan bahan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah
yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-
undangan;

g menyiapkan bahan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah
yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-
undangan;

h. menyiapkan bahlan pengoordingsian pelaksanaen tanggap bencana di
wilayah kerja Kecamatan;

i menylapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan  pembinaan
ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan di wilayah kerja
Kecamatar;

J menyiapkan bahan pengoordinasian pedaksanaan penerapan  dan
penegakan Peraturan Daerah, Peraluran Walikota serta peraturan
perundang-undangan lainnya d wiloyah kerja Kecamatan:

k. melaksanakan adminisirasi pemberian rekomendasi sesuai dengan
tugas poltok dan fungsinya; :

1 mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

m mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan  perundang-
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman
dalam melaksanalan tugas;

1. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yvang berlalku '

p. menyampaikan laporan pelaksaraan tugas -dan/atau kegiatan kepada
atasan; dan

4 melaksanakan tuges kedinasan lain yarg diberikan oleh atasan.

Bagian Kelitna
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/PMD

Pasal 10

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dess mempunyal tugas

melakukan pengkoordinasian dan penyelenggaraan bidang pemmberdayaan

masyarakat desa di wilayah kecamatan

Kepala Seksi Pemberdaysan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas

scbagaimana dimaksud dalam ayar (1), menyelenggarakan fungsi:

4. perencanaan kegiatan pelaksanaan d  bidang pemberdayaan
masyarakat desa,

b pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;

C Pembagian tugas dan inengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang
pemberdayaan masyarakat desa; dan

d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh .atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi scbagaimana dimaksud peda ayet {1} dan

ayat (2), uraian tugas Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah

sebagal berikut:

a merencanakan, menyusun dan ‘melaksanakan program dan kegiatan
scksi pemberdayaan masyarakat desa;

b. menyusun bahan Rencana Ketja dan  Angpgaran  (RKAJ/RKPA,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA)/DPPA Secksi pernberdavaan
hasyarakat desa;

12
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-melaksanakan Dokumen Péla_ksapaah ' Anggaran (DPAJ/DPPA Seksi

pemberdaysan masyarakat dess;

menyiapkan bahan  pengoordinasian penyelenggaraan  Kegiatan
pemberdayaan masyarakat desa; - i :

menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap
keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta vang
mempunyal program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
desa di wilayah kerja Kecamaian: '
melakukan evaluasi terhadap berbagai  kegiatan pemberdayaan
masyarakat desa di wilayalh Kecamatan baik yang dilakukan unit kerja
pemerintah maupun swasta; - |
menylapkan bahan pembinaan Lémbaga Pemberdayaan Masyarakat
ILPM] kelurahan di wilayah Kecamatan; ’

menyiapkan bahan fasilitasi pemberian  bantuan  stimulans  bagi
letnbaga kemasyarakatan; ' :
menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia.
tenaga teknis pemberdayaan masyarakat Kecamatan; '
menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan gerakan Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (PKK})

mengoordinasikan  penyelenggarasn  kegiatan organisasi  sosial/
kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM};

menyiapkan bahan pengoordimasian penyelenggaraan kegiatan program
pendidikan masyarakat desa;

menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan
kesehatan masyarakat dan lingkungan di Kecamatan; '
menyiapkan bahan  pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan
kegiatan  program  generasi muda, keolahragaan, kebudayaan,
kepramukaan serta peranan wanita;

menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan  keluarga
berencansa:

menyiaPkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan
masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit di wilayah
kerja Kecamatan; . :
menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pencegahan dan
penanggulangan bencana alam dan pencermaran lingkungan skak
Kecamatan;

menyiapkan bahan administrasi pemberian rekomendasi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinys; |

melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada camat &
bidang pemberdayaan masyarakat desa;

mengevaluas: pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya scrta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undsngan yarg berkaitan dengan Jngkup tugasnya sebagai pedoman
dalern melaksanakan tugas;

memberikan samn dan pertimbang:un teknis kepada atasan;

membagl tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuaj
dengan ketentuan yeng berlalay

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegatan kepada
atasan’ don '

meli sksemakan tugas kedinasan kin yang diberikan oleh atason
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Bagian Keenam.
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

FPasal t]

(1) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan
pengkoordinasian  dan penyelengparaan bidang pelayanan umum
di wilayah kecamaran.

(2)

(3)

Kepala Seksi Pelayanan Umum dalam. melaksanakan tugas sebagaimana
ditnaksud dalam ayat {1), menyelenggar akan fungsi

da.

b
C.

d.

perencanaan kegiatan pelaksanaan di hidang Pelayapnan Ururn;
pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Umum;

pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan, kegiatan di bidang
Pelayanan Umum; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2}, uraian tgas Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah sehagai
berikut:

a,

b

L4

merencanaken, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan
scksi Pelayanan Umum;

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran {RKAJ/RKPA, Dokumen
Peleksanasn Anggaran (DPAJ/DPPA Seksi Pelayanan Umum;
melaksaniakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ([DPA)/DPPA  Seksi
Pelayanan Umum;

menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan  Kegiatan
Pelayanan Unum; _
pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sehagai bahan
pelayanan umum, bak tingkat kecamatan maupun  tingkat
desa/kelurahan;

penydjian data di bidang pdayanan umum, baik tingkat kecamatan
maupun tingkat desa/ kelurahan;

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanasn pelayanan kepada
masyarakat di kecamatan;:

pelaksanaan koordinasi dengan  satuan kerja. perangkat daerah
dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya d bidang
pemeliharaan prasarana dan fasilias pelayanan wmumnm;

pelaksanaan koordinasi dengan pibak swasta -dalam pelaksanaan
perneliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan urmum;;

menylapkan bahan administrasi pemberian rekomendasi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinys;

melaksanekan tugas vang dilimpahkan Walikota kepada camat dj
bidang pemberdayaan masyarakat desa;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari memahami dan melaksanslcan peraturan perundang-
undangan Yang berkaitan dengan. lingkup tugasnyas sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

memberikan saran dan perimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan agar pelksanaan tugas dapat berjlan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlalnr

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfatau kegiatar: kepada
atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan hin yang diberikan -oleh atasan.
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Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, makas khusus Pasal 2. sammpai
deng,an Pasal 12 Peraturan Walikota Tual Nmn_unr 40 Tahun 2309 tmtang

i Fugas® Jabatin' Strukiaral Organiuass’ abai dan’ Ke pI
Kota Tual, dinyatalean tidak berlaku lagi .

BAD V
KETENTUAN PENUTUP

Pusal 13 /
Peraturan Walikata ini mulai berlaku pada tanggal d'lundangkm .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual _

Ditetapkan di Tual -
A58 ﬁ-}--: it oo 3ui. 2018

e

TR

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2018 NOMOR 286
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